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BABV
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah peneliti uraikan, penegakan hukum berbasis
Kearifan Lokal (Local Wisdom) sudah terjalankan namun mengalami
beberapa kendala dilapangan. Pertama mengenai proses alih fungsi rumah
hunian yang dijadikan rumah kos, kedua peran kearifan lokal (local
wisdom) dalam penegakan Hukum Terkait Alih Fungsi Rumah Hunian

Menjadi Rumah Kos.
1. Proses alih fungsi rumah hunian yang dijadikan rumah kos

Proses alih fungsi rumah hunian menjadi rumah kos di Kelurahan Balai
Gadang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Berdasarkan hasil
penelitian, pengelola rumah kos tidak melakukan laporan kepada pihak
Kelurahan atau RT/RW. Hal ini menunjukkan bahwa proses alih fungsi
rumah hunian menjadi rumah kos tidak diawasi dengan baik oleh pihak
pemerintahan. Pengelola rumah kos hanya melakukan kesepakatan
dengan penyewa secara lisan, tanpa adanya dokumen atau perjanjian
tertulis. Hal ini membuat penyewa tidak memiliki kepastian hukum. Selain
itu, pengelola rumah kos belum sepenuhnya melakukan pengawasan
terhadap penyewa, sehingga tidak ada kontrol terhadap kegiatan yang
dilakukan oleh penyewa. Peraturan daerah yang ada mengharuskan
pengelola rumah kos untuk memiliki izin usaha dan melakukan laporan
kepada pihak berwenang. Namun, pengelola rumah kos di Kelurahan Balai
Gadang tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
proses alih fungsi rumah hunian menjadi rumah kos tidak diawasi dengan

baik oleh pihak pemerintahan.

2. Peran kearifan lokal (local wisdom) dalam penegakan Hukum Terkait

Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos.
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Kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan
hukum terkait pengelolaan rumah kos. Kearifan lokal berperan sebagai
mediator dalam menyelesaikan masalah dan memberikan arahan awal dan
penegakan hukum awal. Dalam masyarakat Kelurahan Balai Gadang,

kearifan lokal diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama.

Kearifan lokal memiliki peran dalam menyelesaikan masalah yang
timbul dalam pengelolaan rumah kos. Misalnya, jika terjadi konflik antara
pengelola rumah kos dan penyewa, kearifan lokal dapat berperan sebagai
mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kearifan lokal
juga dapat memberikan arahan awal dan penegakan hukum awal kepada
pengelola rumah kos dan penyewa. Dalam penegakan hukum, kearifan
lokal dapat berperan sebagai kontrol sosial masyarakat. Kearifan lokal
dapat memberikan sanksi sosial kepada pengelola rumah kos dan penyewa
yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Misalnya, jika pengelola rumah
kos tidak memiliki izin usaha, kearifan lokal dapat memberikan sanksi
sosial kepada pengelola rumah kos tersebut. Dengan demikian, kearifan
lokal memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait
pengelolaan rumah kos. Kearifan lokal dapat berperan sebagai mediator,
memberikan arahan awal dan penegakan hukum awal, serta sebagai

kontrol sosial masyarakat.

5.2. Saran
1. Dalam proses alih fungsi rumah hunian menjadi rumah kos seharusnya
melalui tahapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hendaknya
dalam proses tersebut seluruh pihak yang terlibat meliputi pemilik
rumah, penyewa dan masyarakat saling berkontribusi mewujudkan
impplementasi hukum yang baik. Pihak yang berwenang melakukan
pengawasan dan pembinaan harus mensosialisasikan bagaimana
proses yang baik dan sesuai peraturann daerah Kota Padang No. 9

tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos.
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2. Dalam hal peran serta masyarakat melalui kearifan lokal (local wisdom)
seharusnya sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, agama dan
pemerintah selalu memperhatikan bagaimana penegakan hukum
sesuai dengan kebiasaan di Kelurahan Balai Gadang. Dengan arti lain
penegakan hukum tentang segala penyelewengan merupakan
tanggung jawab mereka dan harus sesuai dengan kearifan lokal

Kelurahan Balai Gadang.
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